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JASMAN PANJAITAN
ISTIMEWA

3NASIONAL
SELEKSI CAPIM KPK 

JASMAN BANTAH TERIMA UANG DL SITORUS

Masuk pengacara baru dihapuslah 
pengacara orang Batak dan dia 

mengatakan ‘Saya mau ketemu Jasman 
di pengadilan’, ya, namanya D.L. 

Sitorus wataknya memang begitu, saya 
katakan ‘terima kasih sampai ketemu di 

pengadilan’, ya, sudah

Jasman Panjaitan

Pensiunan jaksa yang saat ini menjadi calon pimpinan KPK Jasman 
Panjaitan mengklarifi kasi soal tuduhan menerima uang dari 
pengusaha D.L. Sitorus terkait dengan korupsi perubahan kawasan 
hutan produksi di Padang Lawas, Sumatera Utara.

Jakarta, HanTer - Jas-
man menyampaikan hal 
tersebut dalam uji publik 
seleksi capim KPK 2019 
s.d. 2023 pada tanggal 27 
hingga 29 Agustus 2019 
dan diikuti 20 capim. Setiap 
hari, Pansel KPK melakukan 
wawancara terhadap tujuh 
orang capim yang dilakukan 
bergantian selama 1 jam.

“Berita itu tidak benar, 
itu atas pernyataan Jaksa 
Agung Abdurrahman Saleh 
sudah dibuktikan. Saya di-
periksa dan juga memanggil 
sejumlah pengacara, seper-
ti L.M. Samorsir, Juniver 
Girsang semua diperiksa 
karena itu ide mereka,” kata 
Jasman di Gedung Sekreta-
riat Negara, Jakarta, Rabu 
(28/8/2019).

Catatan Harian Terbit, 
pada tahun 2006, Jasman 
menangani kasus korupsi 
perubahan kawasan hutan 
produksi di Padang Lawas, 
Sumatera Utara, dengan 
tersangka pengusaha D.L. 
Sitorus.

Dalam pledoi-nya di 
Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat, 3 Juli 2006, D.L. 
Sitorus mengaku pernah 

diperas oleh jaksa sebesar 
Rp84,6 miliar.

“Sebagai tokoh di Me-
dan, D.L. Sitorus diharap-
kan bisa bernatal, lalu me-
reka (pengacara) punya ide 
bagaimana caranya untuk 
mengajukan penangguhan 
penahan. Alasannya apa? 
Apakah tua atau apa coba 
mengembalikan kerugian 
negara maka ditanyalah 
kepada Menteri Kehutanan 

saat itu M.S. Kaban, lalu 
menunjuk Kanwil Kehuta-
nan Sumatera Utara untuk 
menghitung Rp1,8 juta per 
batang pohon untuk kawa-
san hutan seluas 47 ribu 
hektare jadi setelah dika-
likan dapat angka Rp84,6 
miliar itu yang ditawarkan 
ke mereka (pengacara),” 
ungkap Jasman.

Namun, ternyata pen-
gacara-pengacara itu digan-

ti oleh pengacara baru.
“ M a s u k  p e n g a c a r a 

baru dihapuslah pengacara 
orang Batak dan dia men-
gatakan ‘Saya mau ketemu 
Jasman di pengadilan’, ya, 
namanya D.L. Sitorus wa-
taknya memang begitu, 

saya katakan ‘terima kasih 
sampai ketemu di penga-
dilan’, ya, sudah,” tambah 
Jasman.

Pansel  Capim KPK 
juga mendalami mengenai 
laporan yang menyatakan 
Jasman belum melaporkan 

laporan harta kekayaan 
penyelenggara negara 
(LHKPN) sebanyak 11 kali 
dan adanya satu harta tidak 
bergerak atas nama pasan-
gan yang belum dilaporkan 
di dalam LHKPN.

“Saya dua kali  me-

laporkan LHKPN, di sini 
salah satu kurang koordi-
nasi kejaksaan dan KPK. 
Kejaksaan harusnya untuk 
mutasi harus melaporkan 
LHKPN tetapi tidak ada 
aturan di kejaksaan walau 
sudah ada di Kementerian 
Keuangan sebagai dasar 
promosi dan mutasi. Ke-
betulan istri saya jago cari 
duit, dia mutar-mutar duit 
di pasar itu kondisi kami di 
rumah, istri saya mungkin 
kurang dibahagiakan kare-
na saya tidak bisa berikan 
uang yang banyak,” ungkap 
Jasman yang mengundang 
tawa pansel.

Jasman pun berjanji bila 
terpilih sebagai pimpinan 
dia akan langsung melapor-
kan LHKPN-nya.

“Langsung saja harta 
saya Rp779 juta. Akan teta-
pi, bisa saja ada perubahan 
nilai. Rumah saya di Helve-
tia Medan sudah saya jual,” 
ungkap Jasman.

Panelis dalam uji publik 
tersebut terdiri atas pansel 
Yenti Garnasih, Indriyan-
to Senoadji, Harkristuti 
Harkrisnowo, Marcus Priyo 
Gunarto, Diani Sadia Wati, 
Mualimin Abdi, Hendardi, 
Hamdi Moeloek, dan Al 
Araf. Pansel juga mengun-
dang dua panelis, yaitu so-
siolog hukum Meutia Gha-
ni-Rochman dan pengacara 
Luhut Pangaribuan. 

 Zamzam

MANTAN  Ketua Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) Abra-
ham Samad meminta Presiden 
Joko Widodo untuk tidak melo-
loskan calon pimpinan KPK yang 
bermasalah.

“Sebagai mantan pimpinan 
sangat berharap ada respons 
serius dari Presiden untuk tidak 
meloloskan nama-nama yang 
kami anggap bisa melumpuhkan, 
merontokkan lembaga yang kami 
cintai ini, KPK,” ujar Samad di 

Kantor PP Muhammadiyah, 
Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Ia mengaku prihatin atas 
proses seleksi capim KPK perio-
de 2019-2023. Dia menilai ada 
bahaya yang akan menimpa KPK 
jika orang yang bermasalah dilo-
loskan dari tahap seleksi kali ini.

“Sebenarnya kita ketemu 
dengan tokoh masyarakat den-
gan para mantan pimpinan KPK. 
Ini adalah bagian dari rasa pri-
hatin kami mendalam melihat 

bahwa ada ancaman yang sangat 
berbahaya yang akan menimpa 
KPK jika proses seleksi yang 
sekarang terus dilanjutkan dan 
meloloskan orang yang berma-
salah,” katanya.

Namun demikian, Samad 
tidak menjelaskan secara detail 
capim KPK yang disebut berma-
salah tersebut.

Ia juga menyoroti kinerja 
Pansel Capim KPK yang dinilai 
kurang transparan dan tidak 

menjabarkan secara jelas tentang 
penilaian capim KPK yang lolos. 
“Menurut saya yang sekarang 
kurang transparan, dia harus ber-
sikap jujur dong menyampaikan 
kriteria apa sampai orang yang 
lolos, kriterianya apa sampai 
orang ini nggak lolos,” katanya.

Pansel Capim KPK juga 
belum menjelaskan secara lang-
sung kepada publik terkait hal 
tersebut.

Dalam pernyataan sikapnya, 

Pengurus Pusat Muhammadiyah 
menyebutkan ada upaya untuk 
menghancurkan, melemahkan, 
dan melumpuhkan Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK).

“Ada upaya nyata menem-
patkan orang bermasalah untuk 
memimpin KPK. Bahkan, kami 
melihat hal tersebut seakan 
menghadirkan kembali memo-
ri berbagai upaya pelemahan 
yang telah hadir sehingga dapat 
disebut sebagai cicak versus 

buaya,” kata Ketua Forum De-
kan Fakultas Hukum PTM/STH 
Muhammadiyah, Trisno Rahardjo 
saat membacakan pernyataan si-
kap PP Muhammadiyah tentang 
calon pimpinan KPK.

PP Muhammadiyah melihat 
nama 20 capim KPK yang dilo-
loskan Pansel terdapat sejumlah 
nama yang dinilai bermasalah.

Nama-nama tersebut mem-
punyai catatan menghambat 
proses penegakan hukum oleh 

KPK. Kemudian para capim yang 
juga tidak patuh Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN) sampai dengan diduga 
melakukan berbagai pelanggaran 
etik ketika bertugas di KPK.

Oleh karena itu, PP Mu-
hammadiyah meminta kepada 
Presiden Joko Widodo untuk 
mengambil sikap tegas terkait 
upaya pelemahan KPK dalam 
proses seleksi capim. 

 Zamzam

Waspada Pelemahan Lewat Pansel

Jakarta, HanTer - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) mengonfi rmasi man-
tan Gubernur Jawa Timur 
Soekarwo terkait proses 
pengalokasian bantuan keu-
angan dari Provinsi Jawa 
Timur untuk Kabupaten 
Tulungagung.

“Penyidik mendalami 
pengetahuan saksi terkait 
proses pengalokasian ban-
tuan keuangan Provinsi 
Jawa Timur untuk Kabupa-
ten Tulungagung,” kata Juru 
Bicara KPK Febri Diansyah 
di gedung KPK, Jakarta, 
Rabu (28/8/2019)

KPK pada Rabu me-
meriksa Soekarwo sebagai 
saksi untuk tersangka Ketua 
DPRD Kabupaten Tulunga-
gung Supriyono (SPR) da-
lam penyidikan kasus suap 
pengadaan barang dan jasa 
di Pemkab Tulungagung 
Tahun Anggaran 2018.

Usai diperiksa KPK, 
Soekarwo juga mengatakan 
bahwa ia dikonfi rmasi pro-
sedur soal proses pengalo-
kasian bantuan keuangan 
tersebut.

“Prosedurnya, aturan 
perundangan, dan aturan 
yang berlaku seperti apa. 
Ya aturan perundangannya 
menetapkan baik itu dari 
pusat aturan perencanaan 
lewat Bappenas, Musren-
bang (Musyawarah Rencana 
Pembangunan) dan kemu-
dian ditindaklanjuti proses 
permohonan seperti itu 
lewat Pergub 13 Tahun 2011 
dan sudah saya rinci sam-
paikan prosedurnya seperti 
itu,” kata dia.

Oleh karena itu, kata 
dia, proses pengalokasian 
bantuan tersebut sudah 
sesuai aturan.

“Sesuai prosedur, sudah 
ada aturan,” ucap Soekarwo.

KPK pada 13 Mei 2019 
telah mengumumkan Su-
priyono sebagai tersangka 
terkait pembahasan, pen-
gesahan, dan pelaksanaan 
APBD atau APBD-P Kabu-
paten Tulungagung Tahun 
Anggaran 2015-2018.

Dalam konstruksi per-
kara kasus tersebut, Sup-
riyono diduga menerima 
Rp4,88 miliar terkait proses 
pembahasan, pengesahan, 
dan pelaksanaan APBD 
dan/atau APBD Perubahan 
Kabupaten Tulungagung 
Tahun Anggaran 2015-
2018.

Uang tersebut diduga 
berasal dari Bupati Tulun-
gagung 2013-2018 Syahri 
Mulyo dan kawan-kawan 
sebagai syarat pengesahan 
APBD dan/atau APBD Pe-
rubahan. Dalam perkara 
sebelumnya, Syahri Mulyo 
terbukti menerima suap 

dari sejumlah pengusaha di 
Tulungagung.

Dalam persidangan 
Syahri Mulyo, terungkap 
adanya uang yang diberikan 
kepada Ketua DPRD untuk 
biaya unduh anggaran ban-
tuan provinsi dan praktik 
uang mahar untuk menda-
patkan anggaran baik Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK), ma-
upun bantuan provinsi yang 
dikumpulkan dari uang fee 
para kontraktor untuk dibe-
rikan kepada Ketua DPRD 
Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan 
Syahri Mulyo terungkap 
bahwa Supriyono mene-
rima Rp3,75 miliar den-
gan rincian penerimaan fee 
proyek APBD Murni dan 
APBD Perubahan selama 
empat tahun berturut pada 
2014-2017 sebesar Rp500 
juta setiap tahunnya atau 
total sekitar Rp2 miliar.

 Safari

Penyidik KPK Periksa Mantan
Gubernur Jatim Soekarwo Jakarta, HanTer - Jaksa 

Agung HM Prasetyo tidak 
pernah mengintervensi per-
kara korupsi yang  menjerat 
mantan Gubernur Sulawesi 
Tengah Mayjen (Purn) Band-
jela Paliudju.

“Informasi pemberitaan 
yang dimuat sejumlah media 
terkait adanya intervensi 
Jaksa Agung HM Prasetyo 
dalam penanganan perka-
ra yang menjerat mantan 
Gubernur Sulawesi Tengah 
Mayjen (Purn) Bandjela Pa-
liudju, adalah tidak benar,” 
ujar Kapuspenkum Kejagung 
Mukri di Kejagung, Rabu 
(28/8/2019).

Mukri menjelaskan da-
lam posisi sebagai pimpi-
nan Korps Adhyaksa, Jaksa 
Agung berhak menanyakan 
perkembangan penanganan 

perkara yang ditangani oleh 
seluruh jajarannya. 

“Itu merupakan hal yang 
biasa dan berlaku bagi selu-
ruh Kepala Kejaksaan Tinggi. 
Apalagi jika perkara yang 
ditangani menarik perhatian 
publik,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan 
Kajati Sulteng Johanis Ta-
nak dalam sesi wawancara 
dan uji publik Capim KPK di 
Kemensetneg, Jakarta, Rabu 
(28/8/2019) membeberkan 
informasi adanya intervensi 
oleh Jaksa Agung. 

Johanis yang saat ini 
bertugas sebagai Direktur 
Tata Usaha Negara Kejagung 
mengaku pernah dipanggil 
Jaksa Agung untuk dikon-
firmasi mengenai perkara 
tersebut.

“Kalau pimpinan me-

nanyakan penanganan per-
kara kepada bawahannya, 
itu bukan berarti Interven-
si, apalagi dikait-kaitkan 
dengan partai. Itu tidak 
benar. Kenyataannya justru 
Jaksa Agung memerintah-
kan untuk menindaklan-
juti perkara tersebut dan 
agar penanganan perkara 
tersebut dilakukan secara 
proporsional, profesional, 
dan objektif. Bahkan Jaksa 
Agung menyerahkan sepe-
nuhnya kewenangan pena-
hanan kepada penyidik,” 
ujar Mukri.

Catatan Harian Terbit, 
dalam perkara korupsi dana 
operasional Gubernur Sul-
teng tahun 2006-2011 dan 
TPPU, Bandjela dituntut 9 
tahun penjara, denda Rp200 
juta subsider 6 bulan kurun-

gan oleh Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) 

Terdakwa juga dikena-
kan pidana tambahan beru-
pa uang pengganti sebesar 
Rp7,78 miliar subsider 4 
tahun penjara.

Namun, majelis hakim 
Pengadilan Negeri Palu just-
ru memutus bebas. Jak-
sa penuntut umum (JPU) 
selanjutnya mengajukan 
kasasi dan akhirnya dikabul-
kan oleh Mahkamah Agung 
berdasarkan putusan Nomor 
: 1702K / Pid.Sus / 2016 tan-
ggal 17 April 2017 dengan vo-
nis penjara 7 tahun 6 bulan, 
denda Rp200 juta subsider 6 
bulan kurungan, serta wajib 
membayar uang pengganti 
Rp7,78 miliar subsider 3 
tahun penjara. 

 Zamzam

Jaksa Agung Bantah Intervensi Perkara Korupsi

SOEKARWO
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Uni-
versitas Sumatera Utara 
(USU) menjadi pemenang 
Lomba Debat Konstitusi 
MPR.  Sedangkan Univer-
sitas Andalas yang menjadi 
lawan debat keluar seba-
gai juara kedua.  Grand 
final Lomba Debat Kons-
titusi  berlangsung di Ge-
dung Nusantara IV komplek 
Parlemen Jakarta, Rabu 
(28/8/2019) malam.

Sebelumnya,  Univer-
sitas Syiah Kuala Banda 
Aceh menjadi juara ketiga. 
Lawan debatnya Universi-
tas Mulawarman sebagai 
juara keempat. Sedangkan 
pemenang pembicara ter-
baik dalam Debat Kons-
titusi adalah Raudhatul 
Jannah dari Universitas 
Syiah Kuala.

Pada grand fi nal itu juga 
diumumkan pemenang 

untuk Lomba Academic 
Constitutional Drafting dan 
Lomba Karya Tulis Ilmiah 
Sistem Ketatanegaraan. Un-
tuk kategori naskah terbaik 
Academic Constitutional 
Drafting diraih Universitas 
Gajah Mada.

Sedangkan juara perta-
ma Lomba Academic Cons-
titutional Drafting direbut 
Universitas Diponegoro.  
Juara kedua Universitas Ga-
jah Mada,  dan juara ketiga 
Universitas Indonesia.

Untuk Lomba Karya Tu-
lis Ilmiah,  juara pertama 
diraih oleh Zico Leonard 
Djagardo Simanjuntak dan 
Marco Hardiyanto (Uni-
versitas Indonesia). Juara 
kedua Rima Lestari dan 
Nurafni Kusumawardhani 
Aff andi (Universitas Padja-
jaran). Juara ketiga Safi ra 
Noor Ramadhanty dan Kris-

namurti Ardianto (Universi-
tas Airlangga).

Pokok perdebatan da-
lam grand final Lomba 
Debat Konstitusi adalah 
Presiden dan Wakil Presiden 
memegang jabatan selama 
7 tahun dan hanya satu kali 
masa jabatan.

Dalam debat itu,  Uni-
versitas Sumatera Utara 
yang bersikap  kontra ter-
hadap wacana presiden dan 
wakil presiden hanya me-
megang jabatan 7 tahun 
dan satu kali masa jabatan 
berhasil mempertahankan 
argumentasinya.

Tim Universitas Su-
matera Utara dalam argu-
mentasinya menegaskan  
sudah menjadi ketentuan 
dalam UUD NRI Tahun 
1945 bahwa presiden dipi-
lih secara langsung. Pre-
siden dan Wakil Presiden 

memegang masa jabatan 
selama 5 tahun dan dapat 
dipilih kembali untuk satu 
kali masa jabatan. Ini me-
rupakan mekanisme yang 
ideal.  Bila selama lima ta-
hun pertama presiden dan 
wakil presiden kurang me-
muaskan maka rakyat akan 
menjatuhkan punishment 
untuk tidak memilih pada 
periode berikutnya.

Alasan lainnya adalah 
tidak ada urgensi untuk 
membatasi satu kali masa 
jabatan presiden. Masa jaba-
tan selama 7 tahun akan me-
rugikan karena jika kinerja 
presiden tidak bagus rakyat 
harus menunggu selama 7 
tahun untuk bisa mengganti 
presiden. Pembatasan satu 
kali masa jabatan bisa men-
gurangi motivasi presiden 
agar bisa terpilih kembali.

 Danial

USU Juara Debat Konstitusi MPR


